
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

NOMOR  24  TAHUN 2011    

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

 NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD)  

 DI KABUPATEN CIAMIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI CIAMIS, 
 

Menimbang :  a. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis telah diatur dan 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 

Tahun 2006; 

b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Desa, 

diperlukan dana perimbangan lainnya dan belum diatur dalam 

Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis perlu ditinjau 

dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



                                                                                

  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4587); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 

dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 



                                                                                

  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang 

Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan 

Tata Cara Pembukuan; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2001 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 12 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 

Nomor 13); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 

17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Ciamis (Lembaran Daerah  Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

dan 
 

BUPATI CIAMIS 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG 

ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN CIAMIS 

 
 

Pasal I 
 
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis, diubah 
untuk pertama kalinya sebagai berikut : 



                                                                                

  

 

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  7 

(1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan 
rumus sebagai berikut : 
 

Alokasi Dana Desa I = ADDM + ADDPi 
Dimana 

ADDPi + (x1.Vui+x2.Vti).TADDP:x1+x2=1 
 

   
       Dengan  ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal 

                                          Vui = Skor variabel independent utama Desa i 
        Vti = Skor variabel independent tambahan Desa i 
         X1 = Bobot untuk variabel idependent utama 
      X2 = Bobot untuk variabel independent tambahan 
    ADDPi = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i 
    TADDP= Total Alokasi Dana Desa Proporsional 
 

(2) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel 
independent tambahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(3) Selain Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepada desa-desa juga dapat diberikan Dana Perimbangan lainnya 
yang besarannya sama bagi setiap Desa dan ditetapkan lebih lanjut 
oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.  

(4) Dana Perimbangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) 
disatukan dengan Alokasi Dana Desa dimaksud ayat (1) menjadi 
keseluruhan Dana Perimbangan yang diterima oleh desa masing-
masing. 

(5) Hasil akhir perhitungan Alokasi Dana Desa dan Dana Perimbangan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap desa 
diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan 
rencana tahunan desa dimulai. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Ciamis. 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Ciamis 
pada tanggal  27 Oktober 2011 

BUPATI CIAMIS, 
 

Cap/ttd 
 

H. ENGKON KOMARA 

Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal 27 Oktober 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
 

Cap/ttd 
 
 

H. TAHYADI  A. SATIBIE 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
TAHUN  2011   NOMOR  24 



                                                                                

  

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

NOMOR  24   TAHUN 2011    

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

 NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) 

 DI KABUPATEN CIAMIS 

 

 

 

I.  UMUM 

 

         Dalam upaya peningkatan pembangunan di wilayah perdesaan di 

Kabupaten Ciamis telah dialokasikan Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dan 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006. 

 

  Selain Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa-desa di wilayah Kabupaten 

Ciamis diberikan juga Dana Perimbangan lainnya, dimana untuk dana ini belum 

terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006. 

   

    Berkenaan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten 

Ciamis  perlu segera ditinjau dan disesuaikan.    

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

       Cukup Jelas 

 

       Pasal II 

       Cukup Jelas     

      

 

 

 

 

 

 

 


